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ABSTRAK
Implementasi Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Kecamatan
Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu

Ade Hasan Ashari
Universitas Terbuka

adehasans2ut@gmail.com

Pelaksanaan program KTP Elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan
Kabupaten Kapuas Hulu sampai akhir Desember 2012, menunjukkan capaian
program yang hanya 62,23%, sehingga Kecamatan Putussibau Selatan masuk
dalam kategori Kecamatan yang tidak dapat melaksanakan program perckaman
KTP Elektronik secara maksimal. Penelitian ini secara deskriptif bertujuan untuk
menggambarkan dan menganalisis faktor apa-“saja’ yang mempengaruhi
implementasi pada tahap perekaman KTP elekitonik/di Kecamatan Putussibau
Selatan Kabupaten Kapuas Hulu. Metode yang‘digunakan dalam penelitian ini
adalah metode deskriptif dengan pendekatan” kualitatif. Penentuan Subjek
penelitian ini dengan menggunakan teknik purposive sampling. Adapun
subjeknya adalah keseluruhan proses“perekaman KTP elektronik di Kecamatan
Putussibau Selatan dengan informan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam
menanganinya. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti berupa,
wawancara, observasi dan(studi dokumentasi. Dalam penelitian ini teknik analisis
data yang digunakan adalah analisis kualitatif melalui logika induktif.

Hasil penelitiann” menunjukkan bahwa penyebab kurang maksimalnya
capaian implementasi perekaman KTP Elektronik di Kecamatan Putussibau
Selatan adalah;“Pertama, banyaknya data wajib KTP yang tidak sesuai dengan
data dalam) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), schingga
banyak wajib KTP yang tidak memiliki data valid. Kedua, kurang maksimalnya
komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah
Kecamatan, terutama menyangkut penyediaan tenaga operator. Ketiga,
terbatasnya kemampuan SDM pelaksana program, hal ini disebabkan karena
tenaga operator yang diangkat bukanlah tenaga operator professional. Keempar,
kurang maksimalnya pelaksanaan sosialisasi, yang disebabkan luasnya wilayah
Kecamatan Putussibau Selatan serta banyaknya penduduk di daerah hulu sungai
yang masih cukup terisolasi, dan Kelima, masih terbatasnya sarana dan prasarana
pendukung program, seperti alat perekam yang jumlahnya hanya 2 set, serta tidak
maksimalnya dukungan listrik yang sering padam tanpa jadwal yang jelas.

Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Program KTP Elektronik
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ABSTRACT
The Implementation Electronic Identity Card Program
In South Putussibau District, Kapuas Hulu Regency.

Ade Hasan Ashari
Open University

adehasans2ut@gmail.com

Implementation of Electronic ID card program in the District of South
Putussibau Kapuas Hulu until the end of December 2012, showed that only the
achievement of program 62.23%, so the District of South Putussibau in the
category District that can not perform recording programs, Electronic ID cards to
the fullest. This research aims descriptively to illustrate,and to analyze factors that
influence the implementation of Electronic ID _card in the recording phase in
South Putussibau sub-district, Kapuas Hului\ Regency. This research takes
descriptive method with qualitative approaCh: Subject of this research are
determined by purposive sampling teéchnique. The subjects are the whole
Electronic ID card recording process.in South Putussibau sub-district with the
informants are people who directly.get involved that process. Data collecting
techniques are: interviews, observation and documentary study. This research
employs qualitative analysis through inductive logic.

The results of the study, concluded that the cause of the lack of
achievement of makirfial Electronic ID card application program in the District of
South Putussibau 1§ the; First, the number of data mandatory ID cards that do not
match the data in the Population Administration Information System (SIAK), so a
lot of mandatory ID cards that do not have valid data. Second, maximum less
communication and coordination between the district and sub-district government,
especially “with regard to the provision of operator. Third, limited human
resources program implementers, it is because power is not a power operator
raised professional operator. Fourth, less maximum socialization, which caused
the vast area South Putussibau districts and the number of residents in the
upstream areas are still quite isolated, and the Fifth, still limited facilities and
infrastructure to support the program, such as a tape recorder which is only 2 sets,
and not maximum support Frequent power outages with no clear timetable.

Keywords : Policy, Policy Implementation, Electronic ID Program.
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BAB IT

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori
1. Kebijakan Publik
Banyak sekali definisi mengenai kebijakan publik. Sebagian
ahli memberi pengertian kebijakan publik dalam kaitannya dengan
keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan
yang dianggap akan membawa dampak baik bagi warganya. Dari
banyaknya pendapat yang dikemukakan ‘oleh para pakar kebijakan
tersebut, kesemuanya tidak add yang’keliru dan saling melengkapi.
Chandler dan Plano (19887107), mengatakan bahwa kebijakan publik
adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada
untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah.
Wilson (dalam” Wahab, 2012), merumuskan kebijakan publik sebagai
betikut:
“The actions, objectives, and pronouncements of governtmen on
particular matters, the steps they take (or fail to take) to
implement them, and the explanations they give for what happens
(or does not happen)” (tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan
pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah
tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal
diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan
yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau
tidak terjadi)). (hal. 13).
Definisi yang dirumuskan oleh Wilson tersebut masih terlalu luas.

Definisi lain yang tidak kalah luasnya dikemukakan oleh Dye (1987:1)

yang menyatakan bahwa kebijakan publik ialah “whatever governments

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41433.pdf

choose to do or not to do”. Kebijakan publik adalah apapun yang
pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Definisi kebijakan publik dari Dye tersebut mengandung makna
bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah,
bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang
harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Pendapat senada dikemukakan oleh Edward(III dan Sharkansky
(dalam Islamy, 1988) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah:

“What government say and do, or/not'to do. It is the goals or
purpose of government progrdams.”. Kebijakan publik adalah apa

yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan.
Kebijakan merupakan /Serangkaian tujuan dan sasaran dari

program-program pemerintah. (hal. 18).
Definisi lain mengenai kebijakan publik juga ditawarkan oleh Carl
Friedrich (dalam-Agustino, 2012) yang mengatakan bahwa kebijakan

adalah:
Serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang,
kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu,
dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan
kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana
kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya
untuk mencapai tujuan yang dimaksud. (hal. 7).

Sementara itu, Anderson (1984:3) juga memberikan pengertian
atas definisi kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang
mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh
seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu

permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.
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Dunn (dalam Pasolong, 2008), mempunyai asumsi lain mengenai
kebijakan publik yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah:

Suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang

dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang

yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan

keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan
masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. (hal. 39).

Pakar kebijakan publik lainnya yaitu Nasucha (2004), mengatakan
bahwa kebijakan publik adalah :
Kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang
digunakan ke dalam perangkat ~peraturan hukum. Kebijakan
tersebut bertyjuan untuk menyerap dinamika sosial dalam

masyarakat, yang akan dijadikan‘acuan perumusan kebijakan agar
tercipta hubungan sosial yanig/harmonis. (hal. 37).

Oleh karenanya daldm-terminologi ini, kebijakan publik yang
dilakukan oleh pemerinfah” untuk mengatasi persoalan-persoalan riil
yang muncul diterigah-tengah masyarakat untuk dicarikan jalan keluar
baik melalmi \peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah,
keputusan pejabat birokrasi dan keputusan lainnya termasuk peraturan
daerzh, keputusan pejabat politik dan sebagainya.

Berdasarkan paparan definisi tentang kebijakan publik yang telah
dikutip dari para pakar tersebut diatas, maka dapat disimpulkan
kebijakan publik secara umum dapat dikatakan sebagai : kebijakan
publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan
pemerintah. Kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan

publik. Dan kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk
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dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi
kepentingan publik.

Dengan demikian kebijakan publik adalah produk dari pemerintah
maupun aparatur pemerintah yang hakekatnya berupa pilihan-pilihan
yang dianggap paling baik, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang
dihadapi publik dengan tujuan untuk dicarikan solusi pemec.:ahannya
secara tepat, cepat dan akurat, sehingga benar-adanya apa yang
dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah dapat saja dipandang
sebagai sebuah pilihan kebijakan.

Kebijakan publik yang dimiaksud dalam penelitian ini adalah
kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang dinaungi oleh UU
Nomor 23 Tahun 2006\ tentang Administrasi Kependudukan, di mana
dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 26
Tahun 2009/ “tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional yang diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor” 67 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 26 Tahun 2009, bertujuan untuk membangun database
kependudukan secara nasional yang berbasis teknologi untuk
mewujudkan e-government di bidang pelayanan publik yang lebih
demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggungjawab,

responsif, efektif dan efisien.
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2. Implementasi Kebijakan Publik

Tahapan implementasi merupakan salah satu tahapan dari proses
kebijakan publik yang sangat krusial. Bersifat krusial karena bagaimana
baiknya suatu kebijakan yang telah dirumuskan dan diputuskan, kalau
tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam
implementasinya, maka tujuan kebijakan yang telah ditetapkan tidak
akan bisa diwujudkan.

Dalam arti yang luas, implementasi\seéring dianggap sebagai
bentuk pengoperasionalisasian atau pemyelenggaraan aktivitas yang
telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan
bersama diantara beragam pemangku kepentingan (stakeholders), aktor,
organisasi (publik atau\privat), prosedur dan teknik secara sinergistis
yang digerakkan-untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah
tertentu yang dikehendaki.

Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu
proses yang begitu rumit dan kompleks, bahkan tidak jarang bermuatan
politis karena adanya intervensi berbagai kepentingan. Hal ini
sebagaimana pernyataan yang dikemukan oleh Bardach (dalam
Agustino, 2012) bahwa :

Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan
umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi
merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang
kedengarannya mengenakan bagi teling para pemimpin dan para
pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk

melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua
orang termasuk mereka anggap klien. (hal. 138).
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Dalam derajat lain Mazmanian dan Sabatier (1983)
mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai :

Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam
bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-
perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau
keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut
mengidentifikasikan masalah yang-ingin diatasi, menyebutkan
secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai
cara untuk menstrukturkan atau mengatur  proses
implementasinya. (hal. 4).

Lebih lanjut, Mazmanian dan Sabatier [((dalam Wahab, 2012)
menjelaskan makna implementasi ini dengan.mengatakan bahwa :

Memahami apa yang senyatanya-terjadi sesudah suatu program
dinyatakan berlaku atau ditumuskan merupakan fokus perhatian
implementasi kebijakany yakuni kejadian-kejadian dan kegiatan-
kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman
kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaba untuk
mengadministrasikatinya ~ maupun  untuk  menimbulkan
akibat/dampak ‘nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.
(hal. 135),

Sedangkan” Meter dan Horn (1975:447) juga menguraikan
batasan \impiementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik
oletiindividu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok
pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan
yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Wibawa (1994) berpendapat bahwa :

Kebijakan publik selalu mengandung setidak-tidaknya tiga
komponen dasar, yaitu tujuan yang jelas, sasaran yang spesifik,
dan cara mencapai sasaran tersebut. Komponen yang ketiga
biasanya belum dijelaskan secara rinci dan birokrasi yang harus
menerjemahkannya sebagai program aksi dan proyek. Komponen
cara berkaitan siapa pelaksananya, berapa besar dan darimana

dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program
dilaksanakan atau bagaimana sistem manajemennya dan
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bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur. Komponen
inilah yang disebut dengan implementasi. (hal. 15).

Pendapat yang tidak jauh berbeda diutarakan oleh Grindle
(dalam Agustino, 2012) sebagai berikut :

Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari
prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program
sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action
program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan
program tersebut tercapai. (hal. 139).

Dari beberapa definisi diatas, dapat | diketahui bahwa

implementasi kebijakan publik membicarakan tiga hal pokok, yaitu:

a. Adanya tujuan atau sasaran dari Kebijakan itu sendiri;

b. Adanya aktivitas atau kegiatan urituk pencapaian tujuan atau sasaran
kebijakan yang telah ditctapkan;dan

¢. Adanya hasil kegiatan.

Disampitig / merupakan kegiatan yang begitu rumit dan
kompleks implementasi juga merupakan kegiatan yang sangat penting
dari ‘suatu proses kebijakan publik, hal ini sebagaimana diungkapkan
oleh para ahli kebijakan dibawah ini :

Wahab (2002:59) menegaskan bahwa implementasi kebijakan
merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Oleh
sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan
merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.

Bahkan hal ini dipertegas oleh Udoji (dalam Agustino, 2012)

dengan mengatakan bahwa :
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“The execution of policies is as important if notmore important
than policy making. Policies will remain dreams or blue printfile
Jjackets unless they are implemented’ (pelaksanaan kebijakan
adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada
pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa
impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau
tidak diimplementasikan). (hal. 140).

Senada dengan apa yang dikemukakan para ahli diatas, Winarno
(2002) mengemukakan bahwa :

Suatu program kebijakan akan hanya menjadi-catatan-catatan elit
saja jika program tersebut tidak dimplemeritasikan.

Artinya, implementasi kebijakan merupakan tindaklanjut dari
sebuah program atau kebijakan, oleti karena itu suatu program
kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan
masalah harus diimplementdsikan,” yakni dilaksanakan oleh
badan-badan administrasi {maupun agen-agen pemerintah di
tingkat bawah. (hal. 29).

Pandangan tersebui” /di’ atas menunjukkan bahwa proses
implementasi kebjjakan ‘merupakan hal yang penting dalam proses
kebijakan publik. /Implementasi tidak hanya menyangkut perilaku
badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan
program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan
menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial
yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dan semua
pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis
terhadap dampak baik yang diharapkan (infended) maupun dampak
yang tidak diharapkan (spillover/negatif effects).

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh

banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling
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berhubungan satu sama lain. Banyak teori implementasi yang dapat
digunakan untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi
keberhasilan implementasi kebijakan.

Menurut Hogwood dan Gunn (1978;1986), untuk dapat
mengimplementasikan kebijakan publik secara sempurna (perfect
implementations) maka diperlukan beberapa persyaratan sebagai
berikut:

a. kondisi eksternal yang dihadapi oleh*Badan/Instansi pelaksana
tidak akan menimbulkan gangguan.yang serius;

b. tersedia waktu dan sumber daya yang cukup memadai;
c. perpaduan sumber-sumber,_yang diperlukan benar-benar

tersedia;

d. kebijakan yang akarn \diiiplementasikan didasarkan pada
hubungan kausalitas-yang handal,

¢. hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata
rantai penghubung;

f. hubungan ,saling " ketergantungan harus kecil atau dapat
diminimaikan;

g. pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;

h. tugasstugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat;

1. kornunikasi dan koordinasi yang sempurna;

j~.pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat

menuntut dan mendapatkan kepatuhan pihak lain yang
sempurna.

Menurut Grindle (1980:5) implementasi kebijakan ditentukan
oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan berkaitan
dengan kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat
yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan
pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, dan sumber daya yang

dikerahkan. Sementara konteks implementasi berkaitan dengan
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kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik
lembaga dan penguasaan dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.
Sedangkan Edward III (1980) memberikan pandangan bahwa
implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yang saling
berhubungan satu sama lain, yakni : (1) komunikasi, (2) sumber daya,
(3) disposisi (sikap), dan (4) stuktur birokrasi. Keempat variabel
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Faktor Komunikasi

Komunikasi kebijakan _berarti” merupakan proses
penyampaian informasi kebijakan “dari pembuat kebijakan
kepada pelaksana kebijakan./Komunikasi sangat menentukan
keberhasilan dari penapaidn tujuan dari implementasi
kebijakan publik. Dalam implementasi, komunikasi setiap
keputusan kebijakaw” dan peraturan implementasi harus
ditransmisikan atau dikomunikasikan kepada bagian personalia
yang tepat, kebijakan yang dikomunikasikan juga harus tepat,
akurat dan Konsisten, schingga para pembuat kebijakan dan para
implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap
kebijakan'yang akan ditetapkan dalam masyarakat.

2. Faktor Sumberdaya

Faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam
implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan
konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu
kebijakan, jika para personil yang Dbertanggungjawab
mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-
sumber - untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka
implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Ada
empat indikator dalam faktor sumber daya ini, yaitu (1) Staf, (2)
Informasi, (3) wewenang dan (4) fasilitas.

3. Faktor Disposisi (sikap)
Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk
mengimplementasikan  kebijakan. Dalam implementasi

kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para
implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus
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mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk
mengimplementasikan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga
harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan
kebijakan tersebut. Variabel disposisi antara lain;
pengangkatan birokrat dan Insentif.

4. Faktor Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut kerjasama
banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak berjalan
kondusif pada kebijakan, maka sumberdaya menjadi tidak
efektif dan akan menghambat jalannya kebijakan. Terdapat
dua karakteristik yang dapat mendongkrak. kinerja struktur
birokrasi ke arah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan
Standard Operating Prosedures (SOPs) dan melaksanakan
fragmentasi.

Adapun keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain

sebagaimana dapat digambarkéan berikut ini:

Komunikasi

&

Sumberdaya

I D —

1Sposisi
v

Struktur Birokrasi

Implementasi

Sumber : Fdward 111, 1980:148

Gambear 2.1
Model Implementasi Menurut Edward 111
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Adapun Metter dan Horm (1975) menyebutkan ada enam
variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

a. Standar dan sasaran kebijakan; standar dan sasaran kebijakan
harus dapat jelas dan terukur sehingga dapat direalisir.

b. Sumberdaya; implementasi kebijakan perlu  dukungan
sumberdaya, baik sumberdaya manusia (human resources)
maupun sumber daya non-manusia (non-human resources).

c¢. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas;
impelementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi
yang baik dengan instansi lain guna keberhasilan suatu program.

d. Karakteristik agen pelaksana yang mencakup, struktur birokrasi,
norma-norma, dan pola-pola hubungah yang terjadi dalam
birokrasi.

e. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, Variabel ini mencakup
sumberdaya ckonomi lingkungan ) yang dapat mendukung
ataupun menghambat keberhdsilan inplementasi.

f. Disposisi / sikap implemeftors ‘yang mencakup tiga hal penting
seperti respons implenientors terhadap kebijakan, kognisi atau
pemahamanannya terhadap” kebijakan dan intensitas disposisi
implementor yakni” Jpreferensi nilai yang dimiliki oleh
implementors, (hal:463)

Model implementasi kebijakan dari Matter dan Hom dapat

dilihat dalam gambar berikut:
Komunikasi antar
Orgenisasi dan
Kegatan
pelaksnaan
Ukwan dan 4 ¥ I
tajuan K ar akteristik
kebijakan Badan |
pelaksana
Lingkungat:
Sumber daya Ekonomi,
sosial den
I p l. ;l

Sumber : Van Meter dan Horn, 1975:463

Gambar 2.2
Model implementasi kebijakan Van Matter dan Van Horn
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Sedangkan Cheema dan Rondinelli (dalam Subarsono, 2005:
101) menyatakan bahwa ada empat variabel yang dapat mempengaruhi
kinerja dan dampak suatu program, yaitu :(1) kondisi lingkungan; (2)
hubungan antar organisasi; (3) sumberdaya organisasi untuk
implementasi program; (4) karakterisik dan kemampuan agen
pelaksana

Sementara itu, Grindle (dalam Wibawa, 1994:23) berpendapat
kalau implementasi kebijakan ditentukan oleh ‘konteks (isi) kebijakan
dan konteks implementasinya. Setidakiiyd implementasi dilihat dalam
ketercakupannya dengan lingkungan. Id¢ dasar Grindle adalah bahwa
setelah kebijakan ditransformasikan menjadi aksi maupun proyek
individual dan biaya telah disediakan, maka implementasi program
dilakukan. Tetapi\ ini tidak berjalan mulus, tergantung dari
pengimplenientasian program. Kondisi tersebut oleh Grindle

digambarkan dalam bagan dibawah ini :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41433.adf

Implementasi dipengaruhi oleh :
L 1. Isi kebijakan | 3
e a. Kepentingan yang dipengaruhi

Tujuan kebijakan B b. Jenis manfaat yang dihasilkan Hasil kebijakan
c. Derajat perubahan yang diharapkan a. Dampak pada
d. Siapa pelaksana program ) individu
e. Kedudukan pembuat kebijakan masvarakat
f  Sumberdaya yang dikerahkan dan ielom ok

Tujuan yang ingin 2. Konteks kebijakan b.  Perubal pdaxiv "
dicapai a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi > erimaan
cp aktor yang terlibat gf:h
b. Karakteristik lembaga dan penguasa | i.. akat
c. Kepatuhan dan daya tanggap masyar
pelaksana
\4
Program aksi dan proyek
individu yang didesain dan ..
dibiayai Progr_am yang dijalankan
seperti yang direncanakan
Mengukur implementasi kebijakan |
Sumber : Wibawa, dkk. 1994:23
Gambar 2.3

Mgodel Implementasi Kebijakan Menurut Grindle

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa kebijakan

yang menyangkut banyak kepentingan yang saling berbeda lebih sulit

diimplementasikan dibandingkan yang menyangkut sedikit kepentingan.

Kebijakan yang memberikan banyak manfaat yang aktual (bukan hanya

formal, ritual dan simbolis) kepada banyak pelaku juga lebih mudah

diimplementasikan. Manfaat kebijakan berkaitan dengan perubahan

yang diinginkan oleh kebijakan. Kebijakan yang mensyaratkan adanya

perubahan sikap dan perilaku biasanya sulit diimplementasikan. Tidak

hanya itu, kebijakan-kebijakan yang memiliki tujuan jangka panjang,
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akan lebih sulit diimplementasikan dibandingkan dengan kebijakan
yang memiliki tujuan jangka pendek. Isi kebijakan juga menunjukan
kedudukan pembuat kebijakan. Dalam hal ini apakah posisi pembuat
kebijakan mempengaruhi kebijakan yang dibuatnya.

Konteks kebijakan mempengaruhi proses implementasi sebagai
pengaruh kondisi sosial, ekonomi dan politik. Yang dimaksud Grindle
dengan konteks kebijakan adalah: kekuasaan, kepentingan dan strategi
aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dari\penguasa serta kepatuhan
dan daya tanggap pelaksana. Intensitias/Keterlibatan para perencana,
politisi, pengusaha, kelompok sasaran dan para pelaksana program akan
bercampur baur mempengaruhi efektivitas implementasi. Implementasi
kebijakan dan tercapainy&tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses

implementasi, dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas.

4. Konsep KTP Elektronik (e-KTP)

Definisi dari e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) adalah
dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian
baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi berbagai pada
database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan
memiliki 1 KTP yang tercantum nomor induk kependudukan (NIK).
NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur
hidup. Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar

dalam penerbitan paspor, surat izin mengemudi (SIM), Nomor Pokok

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41433.pdf23

Wajib Pajak (NPWP), polis asuransi, sertifikat atas hak tanah dan -
penerbitan dokumen identitas lainnya (UU No. 23, 2006).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011,
e-KTP adalah KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang
memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem/kode
pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi penduduk
yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan «dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor
identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat
pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. (Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, 2012).

E-KTP merupdkanKTP nasional yang diatur dalam UU No. 23
tahun 2006 tentang administrasi kependuduka.n, Peraturan Presiden No,
26 Tahun{ 2009 Tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk
Kependudukan secara nasional, dan Peraturan Presiden No. 35 Tahun
2010 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009.
Dengan peraturan tersebut maka e-KTP berlaku secara nasional, dengan
demikian mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan
dari lembaga pemerintah dan swasta karena tidak lagi memerlukan KTP
setempat.

Dalam pembuatan e-KTP pemerintah menetapkan 5 (lima)

tahapan. Berikut lima tahap dalam pembuatan e-KTP, yaitu :
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1. Pembacaan biodata : warga datang berdasarkan waktu yang telah
ditentukan dengan membawa surat pengantar yang telah diberikan
oleh pihak RT/RW setempat.

2. Foto: warga diharuskan melakukan foto diri terlebih dahulu. Foto
yang dilakukan sebaiknya memakai pakaian yang rapi, karena foto
e-KTP ini hanya dilakukan satu kali saja dan tidak bisa diganti
dalam jangka waktu lima tahun kecuali kartu tersebut rusak atau
hilang sebelum masa perpanjangan.

3. Perckaman tanda tangan : warga diwajibkan melakukan tanda
tangan utnuk kemudian direkam ke dalam komputer dan disimpan
untuk identitas warga.

4. Scan sidik jari: scan sidik jari ini dilakukan dengan kelima jari
warga, jika warga mengalami kecacatan pada jari, maka dapat
dilakukan dengan jari yang ada saja.

5. Scan retina mata : tahap ini dilakukan untuk menjamin keakuratan
dari warga tersebut karena scan_ jari ‘tidak dapat menjamin
keakuratan e-KTP, bisa saja ketika dilakukan tahap scan jari, warga
tersebut memakai jari orang lain,/Untuk itu dilakukan scan retina
karena retina mata tidak dapat-digantikan oleh orang lain. (Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu,
2012).

Menurut Kementerian” Dalam negeri manfaat e-KTP bagi
masyarakat, bangsa'dan negara, diantaranya yaitu :

1. Untuk “méncegah dan menutup peluang adanya KTP ganda dan
KTP palsu sehingga memberikan rasa aman dan kepastian hukum
bagi nmiaSyarakat.

2.4 Untuk mendukung terwujudnya database kependudukan yang
akurat, khususnya yang berkaitan dengan data penduduk wajib
KTP yang identik dengan data penduduk potensial pemilih pemilu,
sehingga sering terjadi permasalahan.

3. Dapat mendukung peningkatan keamanan negara sebagai dampak
positif dari tertutupnya peluang KTP ganda KTP palsu, dimana
selama ini para pelaku kriminal selalu menggunakan KTP ganda
dan KTP palsu.

(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas
Hulu, 2012).

B. Alur Pikir
Penelitian tentang Implementasi Program KTP Elektronik di

Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan suatu

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/414333pdf

kajian implementasi pada tahap perekaman KTP elektronik yang dilakukan

oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Kecamatan Putussibau Selatan.

Kajian ini bersandarkan pada Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui

Kemendagri berdasarkan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan dan Peraturan Presiden No 67 Tahun 2011 tentang Perubahan

kedua atas Peraturan Presiden No 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP

berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional dengan menggunakan

model implementasi kebijakan yang diungkapkan oleh George C. Edward I,

yaitu model Direct and Indirect Impact on Implemientation. Adapun dalam

melakukan penilaiannya dengan mengacu pada empat faktor yang
berpengaruh terhadap keberhasilan ataw kegagalan implementasi suatu
kebijakan, antara lain:

1) Sumber Daya. Indikatoryang akan dinilai dari faktor sumberdaya adalah
staf, informasi, wewenangdan fasilitas.

2) Komunikasi), Indikator yang dianggap penting pada faktor komunikasi
ada{igajenis, yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.

3) Disposisi (Sikap). Pada faktor disposisi, indikator yang mendapat
perhatian adalah pengangkatan birokrat dan insentif.

4) Struktur Birokrasi. Ada dua karakteristik yang dapat mendongkrak
kinerja struktur birokrasi, antara lain Standard Operating Prosedures
(SOPs) dan pelaksanaan fragmentasi.

Untuk lebih jelasnya Alur Pikir Penelitian dapat digambarkan sebagai

berikut :
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Kebijakan Kemendagri berdasarkan UU No. 23Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan dan
> Peraturan PresidenNo. 67 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No.26
Tahun2009 tentang penerapan KTP berbasis Nomor
Induk Kependudukan.

:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas Hulu dan Kecamatan

F mk Putussibau Selatan

l

Implementasi
Model Direct and Indirect Impact on dmpleméntation
( Edward IIT)
Komunikasi: Transmisi, Kejelasan dan Konsistensi
2. Sumberdaya: Staf, Informasi, Wewenang dan
Fasilitas
3. Disposisi/Sikap: Pengangkatan Birokrat dan
Insentif
4. Struktur Birokrasi\Standard Operating Prosedures
(SOPs) dan Fragmentasi.

t

A

Masyarakat

A

Tercapainya perekaman program KTP
Elektronik sampai 100%

Gambar 2.4
Alur Pikir
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BABIII

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Nasir (1988:99) menyatakan bahwa : "Penelitian adalah suatu proses
mencari sesuatu secara sistematik dalam waktu yang lama dengan
menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku". Sedangkan
Penny (dalam Narbuko dan Achmadi, 1997:1)\ menyatakan bahwa :
"Penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis
masalah yang pemecahannya memerlakan pengumpulan dan penafsiran
fakta-fakta".

Untuk dapat menghasitkan suatu penelitian yang baik, maka
sipeneliti bukan saja harus,mengetahui aturan permainan, Tetapi juga harus
mempunyai keterampilan-keterampilan dalam melaksanakan penelitian.
Untuk menerapkan metode ilmiah dalam praktek penelitian maka diperlukan
suatu, desain penelitian atau rancangan penelitian yang sesuai dengan
kondisi, seimbang dengan dalam dangkalnya penelitian yang akan
dikerjakan. Desain penelitian harus mengikuti metode penelitian.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Menurut Faisal
(2001:18) yang dimaksud dengan "Penelitian diskriptif adalah penelitian
yang untuk melukiskan atau menggambarkan (deskripsi) sejumlah variabel
yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti tanpa mempersoalkan

hubungan antar variabel yang dimaksud sebagai upaya ekplorasi dan

27
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kenyataan sosial". Sejalan dengan itu Moleong (2001:6) memaparkan bahwa
"penelitian deskriptif mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan
bukan angka-angka". Jadi dapat di katakan penelitian deskriptif mempunyai
tujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, faktual dan akurat

mengenai fakta-fakta yang ada yang selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

B. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Putussibdu Selatan Kabupaten
Kapuas Hulu serta lembaga/institusi pemerintahan yang berkaitan dengan
topik penelitian. Adapun yang menjadi peftimbangan pemilihan lokasi ini
adalah sebagai berikut :
1. Kecamatan Putussibau Selatarrmerupakan salah satu dari 23 Kecamatan
di Kabupaten Kapuas\Hulu yang wilayahnya luas dengan rentang
kendali yang jauh'Serta jumlah penduduk dan jumlah desa yang banyak
dari Kecamatan ldin yang ada.
2. Kecamatan Putussibau Selatan tersebut dapat menyediakan data dan

infornasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan penelitian ini.

C. Subjek Penelitian
Menurut Arikunto (2000:116) bahwa : "Subjek penelitian adalah
benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan
yang dipermasalahkan". Selanjutnya menurut Nawawi (2001:14) subyek
penelitian adalah "Keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dan

manusia, benda, hewan dan tumbuh-tumbuhan". Penentuan subjek sebagai
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sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive sampling
yaitu penentuan subjek penelitian sebagai sumber data dengan pertimbangan
atau tujuannya sesuai dengan fokus penelitian.

Subjek dalam penelitian ini adalah Program KTP Elektronik yang
dilaksanakan oleh Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu.
Adapun informan dalam penelitian ini, yaitu:

Pertama, Kepala Bidang Administrasi Kependudukan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten“Kapuas Hulu, Peneliti
menganggap informan mengetahui dengan\baik” tentang pelaksanaan
program e-KTP, karena informan tersebut bekerja dalam instansi yang
menangani program e-KTP di tingkat kabupaten.

Kedua, Camat Putussibaw’Selatan, Lurah Kedamin Hulu Kecamatan
Putussibau Selatan, Sekretaris Desa Bungan Jaya, dan pegawai operator
Kecamatan Putussibau”Selatan, peneliti menganggap informan tersebut
memahami~deéngan baik kondisi lapangan pada pelaksanaan program e-
KTP, karena informan bekerja pada instansi yang terkait dengan penelitian
yang peneliti teliti. Selain itu informan merupakan pelaksana kebijakan
tersebut.

Ketiga, Masyarakat Kecamatan Putussibau Selatan, peneliti
menganggap informan tersebut mengetahui kondisi lapangan pada saat
pelaksanaan pembuatan e-KTP, karena informan melakukan perekaman
dilokasi yang peneliti lakukan, yaitu di Kecamatan Putussibau Selatan.

Adapun nama-nama informan sebagai berikut :
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Tabel 3.1
Informan dalam Penelitian
No Nama Jabatan Kode Matriks

1 | H. Khairil Anwar | Kepala Bidang Administrasi

Kependudukan L1
2 | Serli,S.Sos. MM | Camat Putussibau Selatan [
3 | Sabran Lurah Kedamin Hulu

Kecamatan Putussibau Selatan L3
4 | Sampe Sekretaris Desa Bungan Jaya L4
5 | Weng Kepala Dusun Bu’ung Desa L5

Tanjung Lokang )
6 | Dedi Operator i6
7 | Rosalina Masyarakat L7
8 | Imentuak Masyarakat L8
9 | Natalis Suka Masyarakat 19

D. Teknik PengunpulanData

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data

untuk: keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang

amat ‘penting dalam metode ilmiah, karena data yang terkumpul akan

digunakan untuk penelitian. Nasir (1988:211), "Pengumpulan data adalah

prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang

diperlukan".

Untuk mengumpulkan data maka perlu teknik-teknik tertentu yang

disebut dengan teknik atau metode pengumpulan data. Menurut Arikunto

(2000:134), "Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat
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digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data". Teknik pengumpulan

data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara (inferview)

Teknik wawancara peneliti gunakan adalah wawancara mendalam

(in-dept interview). Teknik wawancara ini dilakukan untuk memperoleh
data-data primer yang berkaitan langsung dengan implementasi proses
perekaman KTP elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan.
Wawancara dilakukan secara tidak terstrukwur,, schingga pedoman
wawancara hanya berupa poin-poin pokok yang akan ditanyakan pada
informan dan akan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

b. Observasi (observation)

Untuk menjaga validitas data yang akan dikumpulkan, maka
peneliti perlu mexngadakan pengamatan langsung di lapangan mengenai
data-data pencapaian perekaman program KTP Elektronik yang
dilaksanakan di Kecamatan Putussibau Selatan.

Palam proses pengumpulan data, peneliti akan menggunakan observasi
nonpartisipan, artinya bahwa peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai
pengamat. Namun peneliti melakukan dengan cara observasi
terstruktur, artinya bahwa peneliti telah menyiapkan rancangan tentang
apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya pengamatan

tersebut.
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c. Studi Dokumentasi (Documentation Study)

Dokumen merupakan salah satu sumber data sekunder yang
diperlukan dalam sebuah penelitian. Teknik dokumentasi peneliti
gunakan untuk mendapatkan data tambahan melalui bahan-bahan
tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi obyek
penelitian, baik berupa prosedur peraturan-peraturan, gambar, laporan

hasil pekerjaan serta berupa foto-foto ataupun dokufnen elektronik.

E. Analisis Data

Analisis data menurut Patton (dalam Moleong, 2001:103) adalah
"Proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola,
kategori dan satuan uraian dasaf.)la’ membedakannya dengan penafsiran,
yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola
uraian, dan mencan~hubungan diantara dimensi-dimensi uraian". Dalam
penelitian ini analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif
melaluizJogika induktif, yaitu on going process atau terus-menerus. Alur
kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan
yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Kegiatan analisis data dalam penelitian ini merujuk pada pendapat
Faisal (2001), yaitu :

Analisis data menunjuk pada kegiatan mengorganisasikan data ke

dalam  susunan-susunan  tertentu di  dalam  rangka

menginterpretasikan data, ditabulasi, sesuai dengan susunan sajian

data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah

dan/atau hipotesis penelitian; akhimya di interpretasikan atau
disimpulkan". (hal. 33-34).
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Menurut Mattew dan Michael (dalam Patilima, 2005:20) data yang
diperoleh (data primer dan data sekunder) dianalisis melalui langkah-
langkah sebagai berikut :

1. Reduksi data, adalah tahap proses pemilihan, pemusatan, perhatian
pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang
muncul dari catatan-catatan lapangan. |

2.  Reduksi data merupakan bagian dari analisis{yang menajamkan,
menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan
data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan
dapat ditarik dan diverifikasi.

3.  Penyajian data, yaitu penyajian s¢kumpulan informasi tersusun yang
memberi kemungkinan~ ‘adanya penarikan kesimpulan dan
pengambilan tindakan dalam bentuk naratif.

4.  Menarik, kesimpulan dan verifikasi, yaitu melakukan penarikan
kesimpulan atas dasar interpretasi dan analisis terhadap data-data yang

diperoleh.
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BABV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Gambaran Implementasi Perekaman KTP elektronik di Kecamatan

Putussibau Selatan.

Implementasi tahap perekaman program KTP elektronik di
Kecamatan Putussibau Selatan dilakukan dengan tahapan-tahapan
sebagai berikut :

a. Sosialisasi kepada masyarakat sebagdl target group oleh Pemerintah
Kabupaten dilakukan secara bérjénjdnig, yaitu sosialisasi di tingkat
Kabupaten, di Kecamatari_ dengan menghadirkan para Lurah/Kepala
Desa, dan selanjutn§a para Lurah/Kepala Desa tersebut meneruskan
informasi kepadd Thasayarakat. Sosialisasi ini tidak maksimal karena
kendala{sulitnya menghadirkan warga sebagai peserta sosialisasi
dengan " berbagai macam alasan dan kondisi geografis desa-desa
pertiuluan DAS Kapuas yang jarak jangkauannya sanagat jauh.

b. Pendataan dan penyerahan surat panggilan bagi wajib KTP untuk
melakukan perekaman. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten membuat dan menyerahkan data penduduk wajib KTP
kepada Camat, untuk selanjutnya Camat menandatangani surat
panggilan untuk diserahkan kepada Kepala Desa/Lurah agar
disampaikan kepada penduduk wajib KTP. Pada tahapan ini tidak

ditemukan kendala, karena surat panggilan tersebut sampai kepada

111
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wajib KTP sesuai dengan waktu yang ditentukan.

c. Perekaman dilakukan di tempat pelayanan perckaman yaitu kantor
Kecamatan dan juga dengan cara mendatangi langsung desa-desa
yang jauh dari pusat ibukota kecamatan. Dalam tahapan perekaman
ini, penduduk yang telah mendapatkan surat panggilan mendatangi
kantor Kecamatan untuk verifikasi data dan dilanjutkan dengan
perekaman pas photo, tanda tangan, scan sidik jari.dan scan retina
mata. Adapun kendala yang dihadapi adalah ‘{erfambat datangnya
peralatan perekaman dan sulitnya mendatangi desa-desa yang jauh
diperhuluan DAS Kapuas untuk melakukan perekaman.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi perekaman program e-

KTP di Kecamatan PutussibauSelatan Kabupaten Kapuas Hulu.

a. Terdapat banyaknya data wajib KTP yang tidak sesuai dengan data
SIAK bahKax ada yang tidak terekam sama sekali yang disebabkan
pindah \tempat tinggal dan banyak warga yang bekerja di luar
daerah.

b. ~Koordinasi dan komunikasi yang kurang baik antara Pemerintah
Kabupaten Kapaus Hulu dengan Pemerintah Kecamatan Putussibau
Selatan dalam hal penunjukan tenaga operator. Dimana Pemerintah
Kabupaten sudah menetapkan 2 orang sebagai tenaga operator dan 2
orang lagi yang diusulkan Camat tanpa memberitahukan syarat dan

ketentuan yang harus dipenuhi sebagai seorang operator.
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¢. Kemampuan sumberdaya pegawai atau operator yang menangani
perekaman KTP elektronik kurang optimal, karena operator
bukanlah tenaga ahli yang kompeten dibidangnya melainkan
direkrut dari masyarakat dan diberikan bimbingan dan pelatiban
sebatas tata cara perekaman e-KTP saja, sehingga ketika mengalami
kendala teknis peralatan, operator tidak dapat mengatasi dan
menyebabkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat
tertunda.

d. Kurangnya sosialisasi secara langsurig/Kepada masyarakat oleh
Pemerintah Kabupaten Kapuas dulus dan Pemerintah Kecamatan
sehingga warga wajib KTP. tidak mengetahui secara jelas informasi
tentang proses perekaman, penggunaan serta manfaat KTP
elektronik. Penyebab ‘kurangnya sosialisasi ini adalah kondisi
geografis, wildyah Kecamatan Putussibau Selatan yang sangat luas
dan faktor’biaya yang sangat besar.

e. « Kurangnya alat perekam KTP elektronik dan fasilitas pendukung
lain yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kecamatan Putussibau
Selatan seperti tidak adanya alat mobile internet atau mobile
enrollment untuk melakukan perekaman bagi desa-desa yang jauh
dan tidak ada jaringan telekomunikasi. Alat perekam yang
disediakan tidak seimbang dengan jumlah wajib KTP dan luasnya

wilayah jangkauan pelayanan.
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B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu khususnya Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil maupun Kecamatan Putussibau Selatan wajib
melakukan pendataan ulang terkait data kependudukan dengan cara
menugaskan pegawai untuk mendata masyarakat wajib KTP mulai dari
tingkat RT/RW, Dusun, Desa, Kelurahan, sehingga data kependudukan
terkini dapat terekam dan disesuaikan dalam data SIAK,

2. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu khususnya‘\Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil memberikan pemaliaman yang baik kepada
Pemerintah Kecamatan Putussibay ‘Sélatan terkait tujuan penunjukan
tenaga operator yang telah ditetapkan oleh Dinas.

3. Meningkatkan kemampuan\Sumberdaya operator e-KTP dengan cara
memberikan bimbifigan dan pelatihan secara berkala atau rutin.

4. Melakukan sosialisasi terkait maksud dan tujuan penerapan KTP
elektronik~tidak hanya kepada perangkat Lurah/Desa di Kantor
Kéeamatan, tetapi dengan cara mendatangi kelurahan/desa dan
melakukan sosialisasi secara tatap muka langsung kepada masyarakat
baik melalui pertemuan formal maupun secara informal.

S. Pemerintah Kabupaten menyediakan fasilitas alat mobile enrollment yang
berguna untuk melakukan perekaman e-KTP bagi desa/dusun yang
berada di pedalaman dan terpencil, sehingga Pemerintah Kecamatan
dapat melakukan upaya “jemput bola” untuk merekam desa atau dusun

yang belum menyelesaikan perekaman KTP elektronik.
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Sumber: hasil penelitian, 2013

Gambar 4.4
Tahapan Proses Perekaman e-KTP
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Pedoman Wawancara

1. Pejabat atau Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kapuas Hulu

1. Bagaimana pendapat anda mengenai kebijakan KTP elektronik?
2. Apa tujuan dilaksanakannya kebijakan tersebut?

3. Sesuai dengan kebijakan diberlakukannya KTP elektronik secara nasional,
langkah-langkah apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu?

4. Sebagai tindaklanjut dari langkah-langkah yang telah dilakukan,
bagaimana cara Pemerintah Kabupaten Kadpuas Hulu
mengimplementasikannya?

5. Apa saja tahapan implementasi perekaman ¢KTP di Kabupaten Kapuas
Hulu?

6. Mengingat perekaman KTP elekironik dilaksanakan pada tingkat
kecamatan, bagaimana Pg¢merintah Kabupaten Kapuas Hulu
mengkoordinasikannya?

7. Apakah pemah dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya
wajib KTP terkait makSud-dan tujuan penggantian KTP menjadi e-KTP?

8. Bagaimana mekanisme sosialisasinya?

9. Bagaimatia miekanisme penyediaan tenaga operator yang menjalankan
perekamian KTP Elektronik?

10. Bagaimana mekanisme koordinasi antara Pemerintah Kabupaten (Dinas
kependudukan dan Pencatatan Sipil) dengan Pemerintah Kecamatan?

11. Bagaimana kesiapan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam
pelaksanaan program e-KTP baik teknis maupun nonteknis?

12. Apa alasan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu merekrut pegawai
(operator) dari luar?

13. Apa sajakah kriteria yang diperlukan untuk menjadi operator e-KTP?

14. Bagaimana proses untuk menjadi operator e-KTP?

120
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/414331pdf

15. Bagaimana cara pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu membernikan
informasi kepada Kecamatan Putussibau Selatan serta masyarakat dalam
pelaksanaan program e-KTP?

16. Apakah informasi yang diberikan mengenai kebijakan program tersebut
sudah memberikan kejelasan dan kepatuhan dalam pelaksanaan
kebijakannya?

17. Bagaimana cara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melakukan
koordinasi dengan Kecamatan Putussibau Selatan agar program e-KTP
tersebut dapat berjalan sesuai tujuan?

18. Apa saja kendala/hambatan yang dialami Pemerintah Kabuypaten Kapuas
Hulu dalam implementasinya?

19. Apa saja upaya pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam menangani
kendala/hambatan yang terjadi dalam pelakSanasn' e-KTP?

20. Fasilitas apa yang diberikan Kabupaten Kapuas Hulu dalam pelaksanaan
kebijakan tersebut kepada Kecamatan Putussibau Selatan?

21. Apa harapan anda selaku peémerintah dalam penerapan program e-KTP
tersebut?

22. Mengingat sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata masih
terdapat wajib XIP yang belum dirckam datanya, apa solusi yang
dilakukan?

IL Aparat Kecamatan Putussibau Selatan ( Camat Putussibau Selatan)

1. Menurut anda selaku aparat Kecamatan Putussibau Selatan, apa tujuan
dilaksanakannya kebijakan tersebut?

2. Apa dampak positif dari program KTP elektronik tersebut?

3. Bagaimana tahapan implementasi perckaman e-KTP di Kecamatan
Putussibau Selatan?

4. Bagaimana kesiapan pegawai Kecamatan Putussibau Selatan dalam
implementasi kebijakan tersebut?

5. Apakah staf Kecamatan Putussibau Selatan ikut serta dalam pelayanan e-
KTP?
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Apakah staf Kecamatan Putussibau Selatan mendapatkan pelatihan seperti
yang didapatkan oleh operator e-KTP?

Apakah sumberdaya pegawai yang menangani e-KTP sudah memiliki
kemampuan yang cukup?

Apakah Kecamatan Putussibau Selatan mengalami kendala/hambatan
dalam perekaman program e-KTP?

Apa saja upaya pemerintah Kecamatan Putussibau Selatan untuk
menangani kendala/hambatan dalam pelaksanaan program e-KTP
tersebut?

Bagaimana cara pemerintah Kecamatan Putussibau-Selatan memberikan
informasi kepada masyarakat tentang program--KTP?

Apakah informasi yang diberikan mengenai kebijakan program tersebut
sudah memberikan kejelasan dan kepatuhan kepada masyarakat?

Sejauh ini sudah berapa kali-pemerintah Kecamatan Putussibau Selatan
melakukan sosialisasi kepada- miasyarakat Putussibau Selatan?

Bagaimana koordinasi ‘yang dilakukan Kecamatan Putussibau Selatan
dengan Pemerintali Kabupaten Kapuas Hulu agar program e-KTP tersebut
dapat berjalan sesuai tujuan?

Apakah fasifitas” yang didapatkan sudah cukup untuk melaksanakan
prograni-e-KTP tersebut?

Apa‘“harapan anda selaku pemerintah Kecamatan dalam penerapan
program e-KTP tersebut?

IIL. Operator KTP elektronik

1.

Menurut anda selaku operator e-KTP, apa tujuan dilaksanakannya
kebijakan tersebut?

Apa dampak positif dari program e-KTP tersebut?

Bagaimana kesiapan anda selaku operator dalam pelaksanaan program e-
KTP?

Bagaimana proses ditunjuknya saudara sebagai operator e-KTP?
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5. Apa saja yang anda dapatkan ketika diberikan pelatihan oleh pihak
Kabupaten Kapuas Hulu?

6. Bagaimana anda melakukan pelayanan kepada masyarakat?

7. Apakah anda mengalami kendala/hambatan dalam pelaksanaan program
e-KTP?

8. Bagaimana upaya anda untuk menangani kendala/hambatan dalam
pelaksanaan program e-KTP tersebut?

9. Bagaimana koordinasi yang dilakukan pihak operator defigan Kecamatan
Putussibau Selatan agar program e-KTP tersebut, dapat berjalan sesuai
tujuan?

10. Apakah fasilitas yang tersedia sudah memenuhi harapan?

11. Apa harapan anda selaku operator ‘¢KTP dengan adanya kebijakan
tersebut?

IV. MasyarakatPutussibau Selatan
1. Apakah pendapatafida tentang dilaksanakanya program e-KTP?
2. Apakah andasefuja dengan adanya program tersebut?Alasannya?

3. Menurutianda selaku masyarakat apa dampak positif dari pelaksanaan
program ¢-KTP tersebut?

4. Bagaimana tahapan pembuatan e-KTP?
5. Apakah anda mendapat kesulitan dalam pembuatan e-KTP?

6. Apa saja kekurangan yang anda rasakan dalam pelayanan pembuatan e-
KTP?

7. Apakah anda mendapatkan cukup informasi tentang e-KTP dan
Kecamatan Putussibau Selatan?

8. Apakah fasilitas yang diberikan pegawai Kecamatan Putussibau Selatan
sudah cukup baik?
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9. Apa harapan anda selaku masyarakat dengan adanya program e-KTP
tersebut?

10. Apakah ada sosialisasi dari instansi terkait mengenai kebijakan
penggunaan e-KTP?

" 11. Dalam proses perekaman E KTP, bagaimana pelayanan yang diberikan
petugas?

12. Apa kendala yang saudara alami dalam proses perekaman E KTP ?

13. Apa harapan anda selaku warga masyarakat dengan adanya kebijakan
tersebut?
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Wawancara dengan Camat
Putussibau Selatan (Serli, S.Sos)

Wawancara dengan Kepala
Bidang Administrasi
Kependudukan (H. Khairil
Anwar)

Wawancara dengan Lurah
Kedamin Hulu ( Sabran)
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Wawancara dengan Sekretaris
Desa Bungan Jaya (Sampe)

Wawancara dengan Operator e-

KTP (Dedi)
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awancara dengan masyarakat
(Imentuak)

ancara dengan masyarakat
(Rosalina)
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Matriks Transkrip wawancara Point 1
Apa tujuan dilaksanakannya kebijakan KTP Elektronik ?

Pertanyaan | Apa tujuan dilaksanakannya kebijakan KTP Elektronik ?

Informan

Tujuan Program e-KTP mempunyai tujuan untuk
menertibkan dokumen kependudukan secara terpusat
sebagai satu-satunya identitas yang berlaku secara
nasional, sehingga diharapkan tidak terjadi lagi
kepemilikan KTP ganda dan data kependudukan lebih
akurat.

Program e-KTP bertujuan untuk menghindari KTP ganda
yang selama ini sering disalah gunakan oleh oknum untuk
kegiatan ilegal seperti teroris dan kejahatan lainnya, karena
dengan adanya e-KTP ini akar—~mudah melacak orang-
orang yang berbuat jahat'karena KTP ini datanya lengkap
mulai dari foto, mata, samypai rekam sidik jari.

Program e-KTP _ini{ dilatar belakangi oleh sistem
pembuatan KTP “konvensional selama ini yang
memungkinkan’ seseorang memiliki lebih dari satu KTP,
sehingga dengan.ddanya program ini bertujuan untuk dapat
L6 mengatasi duplikasi KTP tersebut dengan cara menciptakan |
kartu identitas tunggal yang mempunyai sistem pengamanan
khusus~dengan membuat kode keamanan yang direkam
secara’elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi jati
diri seseorang.

12

14

Matriks Transkrip wawancara Point 2
Bagaimana cara Pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang
KTP elektronik dan apa saja kendalanya?

Pertanyaan | Bagaimana cara Pemerintah melakukan sosialisasi kepada
masyarakat tentang KTP elektronik dan apa saja
Informan kendalanya?

Sebelum program pemerintah ini dilaksanakan, terlebih
dahulu sebagai instansi teknis yang melaksanakan,
L1 melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.
Hal ini kita maksudkan agar informasi yang kita sampaikan
dapat disebarluaskan sampai pada tingkat Desa/Dusun.
Sebagai tindaklanjut dari hasil sosialisasi di tingkat
Kabupaten, pihak kecamatan diberi kewenangan untuk
melakukan sosialisasi sampai pada tingkat Dusun.
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12 Sosialisasi yang kami laksanakan yaitu dengan mengundang
para Kepala Kelurahan dan Kepala Desa di wilayah
Kecamatan Putussibau Selatan. Pada kesempatan itu, kami
Jjuga menginstruksikan kepada para Kepala Kelurahan dan
para Kepala Desa untuk menyampaikan informasi kepada
seluruh warganya.

Pelaksanaan sosialisasi tentu tidak dapat dilakukan di
Kecamatan saja, uniuk memberikan informasi sampai pada
tingkat Kelurahan, Desa bahkan sampai tingkat dusun dan
12 RT, kita berikan kewenangan kepada para Kepala
Kelurahan dan para Kepala Desa. Mereka inilah yang kita
harapkan sebagai perpanjangan tangan pemerintah
kabupaten maupun pemerintah kecamatan.

Agak  sulit  menghadirkan  warga ~ pada  saat
sosialisasi.Alasan mereka tidak berada di tempat dan sibuk
pada pekerjaan masing-masing,, padahal pemberitahuan
I3 sudah kita sampaikan jauh-jauh)hari. Dan kami pun tidak
bisa berbuat banyak, kami/hanya mengharapkan kepada
warga yang mengikuii ssosialisasi untuk menyampaikan
kembali informasi képadawarga lainnya.

Sangat sulit menghadirkan warga untuk menghadiri
sosialisasi yang-kami laksanakan. Jaraknya jauh, biayanya
besar, warga’~juga sibuk bekerja untuk memenuhi
14 kebutuhdnnya. Bayangkan saja Dusun Bu’ung itu jaraknya
dari sini sekitar 4 jam berjalan kaki melewati jalan setapak
don, “berbukit. Pokoknya sulitlah untuk melaksanakan
sosialisasi.

Matriks Transkrip wawancara Point 3
Bagaimana cara Pendataan dan Penyerahan Surat Panggilan Perekaman KTP
elektronik?

Pertanyaan | Bagaimana cara Pendataan dan Penyerahan Surat Panggilan
Perekaman KTP elektronik?
Informan

Dinas menyerahkan nama-nama dan daftar wajib KTP yang
L1 akan direkam, selanjutnya camat menandatangani dan
menyerahkan surat panggilan untuk melakukan perekaman.
Pendataan kita lakukan secara berjenjang, mulai dari
tingkatan paling rendah, yaitu RT, selanjutnya tingkat
Dusun, Tingkat Desa dan Tingkat Kecamatan, di mana
kemudian datanya kita sampaikan langsung kepada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas
Hulu untuk ditindaklanjuti. Pendataan berjenjang ini kita
maksudkan agar kita dapat memperoleh data yang benar.

1.2
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Sementara untuk surat panggilan kita serahkan secara
langsung kepada masing-masing Kepala Kelurahan dan
Kepala Desa untuk disampaikan secara langsung kepada
warga masyarakat sesuai dengan data yang telah kami
terima.

Untuk pendataan dan Penyerahan Surat Panggilan, kami
pengurus desa memfungsikan Kepala Dusun untuk
L4 mengkoordinir dari setiap RT. Pada dasarnya tidak ada
kendala yang kami hadapi. Untuk wilayah yang jauh,
langsung diserahkan kepada Kepala Dusunnya.

Saya menerima surat panggilan untuk melakukan
1.7 perekaman di kantor camat yang diserahkan oleh pengurus
desa kami.

Matriks Transkrip wawancara Point 4
Bagaimana Proses Perekaman KTP elektronik di Keeamatan Putussibau Selatan?

Pertanyaan | Bagaimana Proses Perekamian KTP elektronik di Kecamatan
Putussibau Selatan?
Informan

Kabupaten kita_menerima peralatan perekam pada akhir
bulan juli dén,langsung kita bagikan ke setiap kecamatan,
agar kecarmatan dapat  melaksanakan  perekaman
secepatnya, karena waktu kita sudah terlambat.

Peraldatan kita terima di Kecamatan pada akhir bulan juli
yaitu. 2 set alat perekam, sehingga kita baru mulai
1.2 melakukan perekaman secara efektif pada tanggal 31 juli
2013, sehingga batas waktu yang ditentukan untuk
‘perekaman sisa sedikit.

Batas waktu yang diberikan kepada kita selama 5 bulan
yaitu sampai Desember, Kecamatan Putussibau Selatan
mulai melakukan perekaman pada tanggal 31 juli 2013
bertempat di kantor kecamatan.

Kami mulai merekam e-KTP pada tanggal 31 Juli 2013
1.6 dengan melayani banyak warga yang datang untuk
melakukan perekaman.

Saya datang ke kantor camat untuk melakukan perekaman,
proses perekaman e-KTP berjalan lancar. Setelah melalui
1.9 berbagai proses pendafiaran serta verifikasi data, petugas
langsung memanggil untuk melakukan perekaman. Sekitar
lima belas menit mungkin waktu yang diperlukan.

Sesuai dengan tugas kami, bahwa warga wajib KTP dalam
melakukan proses perekaman e-KTP harus melalui
berbagai tahapan sebelum melakukan perekaman, yaitu
mencocokkan data, melakukan verifikasi data, apakah

L1

12

1.6
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sesuai dengan data yang terekam dalam SIAK, dan jika
tidak ada masalah, kami langsung melakukan proses
perekaman.

Kesulitan bagi masyarakat kami adalah kalau tidak
didatangi oleh petugas sudah pasti tidak melakukan
perekaman, karena biaya kalau kami turun ke kecamatan
sangat besar 1-2 juta.

Dalam melakukan perekaman, kami menggunakan 2 sistem,
yaitu perekaman di kantor kecamatan dan dengan cara
L2 “jemput bola” yang dibantu oleh Dinas dengan turun
langsung ke desa-desa dengan membawa alat perekam
mobile enrolment (wawancara,20 Agustus 2013)

Untuk mengejar targel, kita membaniu.pihak kecamatan
11 untuk melakukan perekaman ké desa-desa dengan
’ membawa alat mobile enrolment dgar. dapat merekam desa-
desa terjauh (wawancara, 19 Agustus 2013)

Untuk merekam desa yang jauh,) kami operator kecamatan
dibantu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan
membawa alat mobile enrolment turun langsung ke desa
yang pendanaanya/dariDinas, dimana di satu desa kami
dapat menghabjskan waktu 4-5 hari, dan kami juga dapat
bantuan berupa-surat tugas.

Pihak kecamatan dan dinas langsung datang ke desa kami
untuk mélakukan perekaman e-KTP dengan membawa alat,
14 saya/ selaku pengurus desa membantu mengumpulkan
' masyarakat di rumah betang, namun ada satu dusun di desa
kamiyang datang perekaman hanya 5 orang karena jarak
dusun mereka yang sangat sulit dan harus berjalan kaki.
Desa kami didatangi oleh petugas untuk melakukan
perekaman, kami masyarakat dikumpulkan oleh aparat desa
17 di rumah betang (rumah panjang/rumah khas suku dayak)
dan diberikan penjelasan sedikit tentang cara perekaman e-
KTP dan langsung diteruskan dengan perekaman.

Sesuai dengan tugas kami, bahwa warga wajib KTP dalam
melakukan proses perekaman e-KTP harus melalui
berbagai tahapan sebelum melakukan perekaman, yaitu
L6 mencocokkan data, melakukan verifikasi data, apakah
sesuai dengan data yang terekam dalam SIAK, dan jika
tidak ada masalah, kami langsung melakukan proses
perekaman.

L4

L6
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Matriks Transkrip wawancara Point 5
Apa saja kendala pada Proses Perekaman KTP elektronik di Kecamatan
Putussibau Selatan dan bagaimana solusinya?

Pertanyaan | Mengapa banyak data wajib KTP yang tidak sesuai dengan
data SIAK dan bagaimana solusinya?
Informan

Saya datang ke kantor Kecamatan Putussibau Selatan untuk
melakukan proses perekaman KTP Elektronik, tetapi ketika
hendak melakukan perekaman, ternyata data saya tidak ada
1.8 dalam data SIAK, sehingga menyulitkan saya untuk
melakukan perekaman KTP Elektronik. Solusinya dari pihak
kecamatan, kami disuruh membuat K1F. dahulu, baru
melakukan perekaman KTP Elektronik

Memang ada beberapa warga masyarakat wajib KTP
Elektronik yang datanya tidak sesuai dengan data dalam
SIAK, bahkan ada beberapa orang wajib KTP yang sama
sekali datanya tidak térekam” dalam data SIAK, hal ini
menyebabkan  terjodityd” kesulitan  dalam  proses
perekamannya.

Banyak kesalahon, kékeliruan serta perubahan bidodata
L6 penduduk pada ~database SIAK, sehingga mengganggu
kelancardn péerekaman.

Solusi.yang ‘kami tawarkan adalah para warga dianjurkan
12 untuk~membuat KTP baru dengan melampirkan Kartu
keluarga, setelah itu, baru dilakukan perekaman.

Kita akui bahwa banyak warga masyarakat yang datanya
tidak sesuai bahkan tidak memiliki data sama sekali dalam
data SIAK. Mereka ini kebanyakan warga masyarakat yang
1 pindah tempat tinggal dan ada juga warga masyarakat yang
' baru pulang setelah bekerja dan mencari nafkah di luar
negeri dan mereka ini tidak melapor kepada instansi
berwenang setempat, jadi instansi berwenang setempat juga
terkadang tidak mengetahui keberadaan mereka.

Kita juga sudah mengantisipasi jangan sampai ada warga
masyarakat yang datanya tidak sama dengan data yang
terekam di data SIAK, sekaligus juga mendata kembali
11 warga masyarakat yang memang belum terekam dalam data
: SIAK melalui pemuktahiran data dan bekerjasama dengan
pihak-pihak yang berkepentingan, tetapi dalam hal ini jika
tidak ada kerjasama dengan warga masyarakat, kita juga
Jjadi kesulitan dan hal ini tentu menyulitkan kita.

L2
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Matriks Transkrip wawancara Point 6

Bagaimana koordinasi yang dilakukan antara Pemerintah Kabubatcn dengan
Pemerintah Kecamatan Putussibau Selatan?

Pertanyaan

Informan

Bagaimana komunikasi dan koordinasi yang dilakukan
antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah
Kecamatan Putussibau Selatan, khususnya terkait
penunjukkan operator?

L1

Kita memberikan kewenangan kepada pihak kecamatan
untuk menyiapkan dan menyerahkan nama-nama sebagai
tenaga operator untuk dibuatkan Surat Keputusan
Pengangkatan dari Kabupaten.

12

Kami hanya diberitahu untuk mengussilkan nama-nama
orang yang akan menjadi operator. e-KTP di Kecamatan
Putussibau Selatan sebanyak_ 2\ orang, sedangkan 2
orang pendamping sudah ditentikan oleh Dinas, yang
Penunjukkan nanti akan”dibuatkan dengan SK Bupati.
Sementara bagaimang’syarat dan kriteria untuk menjadi
operator e-KTP tiddk dibéritahu.

L1

Untuk mengantisipasizkelancaran pelaksanaan perekaman,
tim teknis daerfah-pada awalnya didampingi oleh tim dari
pusat, setelab-itu-baru bekerja mandiri di bawah koordinasi
Dinas. Kital mengantisipasi agar berbagai kendala,
khususnya “dalam mengoperasikan sarana penunjang
perékamarn’ KTP Elektronik dapat diatasi, sekaligus
dperafior kita bisa belajar lebih lanjut.

1.2

Sebenarnya kami kurang memahami maksud dan tujuan
pemerintah  Kabupaten dengan menunjuk secara
langsung 2 orang pendamping yang berstatus kontrak,
dimana pendamping tersebut secara langsung bertanggung
jawab dan melaporkan kerjanya kepada Dinas.

Matriks Transkrip wawancara Point 7

Bagaimana Sumberdaya Manusia dalam perekaman KTP elektronik di Kecamatan

Putussibau Selatan?

Pertanyaan

Apakah kualitas Sumberdaya Manusia atau Operator e-KTP
di Kecamatan Putussibau Selatan sudah memadai dan

Informan bagaimana proses pengrekrutannya?
Banyak terjadi kesalahan pada saat proses perekaman,
L6 karena pelaksanaannya dilakukan dengan mengejar target,

sehingga proses perekaman dilakukan dengan sangat
tergesa-gesa, ditambah warga membludak untuk perekaman
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12

Kita akui memang para tenaga operator tidaklah bisa kita
harapkan untuk bekerja sesuai dengan standar optimalnya
seorang operator yang sudah terlatih, karena mereka juga
kita rekrut dari masyarakat biasa yang kita anggap mampu
dan diberi pelatihan seadanya, sehingga jika ada kendala
terutama menyangkut peralatan terkadang masih kelihatan
bingung, tetapi kita tetap mensuport dan mendukung
mereka.

L1

Kami menyurati Camat untuk mengusulkan nama-nama
yang akan diangkat sebagai tenaga operator, yang
kemudian akan dibuatkan SK Bupati. Selanjutnya
tenaga operator tersebut akan diberikan pelatihan dan
bimbingan sebanyak 2 atau 3 kali.

L6

Kami hanya diberikan pelatian dan bimbingan
seadanya bagaimana cara untuk mengoperasikan alat
perekaman e-KTP, sedangkan jika kami mengalami
kendala seperti alat rusdk) ‘kami tidak diberikan
pelatihan bagaimana cdra mengatasinya.

Matriks Transkfip wawancara Point 8

Bagaimana informasi terkait perekaman’ KTP elektronik di Kecamatan Putussibau

Selatandisampaikan?

Pertanyaan

Informan

Apakah informasi yang disampaikan kepada masyarakat
sudah jelas?

L1

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait
kegiatan perekaman KTP Elektronik, Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu melakukan
sosialisasi pada setiap kantor kecamatan dengan
mengundang pada kepala desa. Di samping itu informasi
juga disiarkan melalui radio daerah, pemasangan famplet
serta spanduk pada tempat yang dianggap strategis, khusus
untuk wilayah yang dapat dijangkau. Sementara untuk
wilayah terpencil, seperti desa-desa yang berada pada DAS
Kapuas, informasi disampaikan melalui masing-masing
Kepala Desa.

12

Sebagai tindak lanjut dari sosialisasi yang dilakukan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kapuas Hulu, pihak Kecamatan juga melaksanakan
sosialisasi lanjutan. Dan untuk masyarakat yang tidak ikut
serta, maka sosialisasi selanjutnya pada tingkat kelurahan
dan desa diserahkan kepada kelurahan dan kepala desa
sampai pada tingkat RT/RW.
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L4

Setelah kami mengikuti sosialisasi di kecamatan, ada
pelimpahan dari pihak kecamatan kepada para kepala desa
dan kelurahan untuk melakukan sosialisasi lanjutan kepada
warga masyarkat masing-masing. Tapi khusus di wilayah
saya, rasanya sangat berat untuk mendatangi para warga,
apalagi biaya yang dikeluarkan sangat besar. Jadi saya
hanya menyampaikan informasi perekaman KTP ini jika
kebetulan ada rapat desa, dan apakah para kepala dusun
menyampaikan informasi itu kepada para warganya, saya
Juga tidak tahu.

1.6

Sering terjadi kesalahpahaman tentang mekanisme dan
persyaratan dalam perekaman KTP Elektronik, sehingga
menyulitkan kami dalam proses perekamannya.

L7

Sosialisasi ada, tapi kami masyarakat belum cukup jelas
terkait penggunaan e-KTP, termasuk jika difotocopy apakah
bisa atau tidak.

12

Masyarakat yang kami datangi” ke desa, tidak berada
ditempat karena merekd_sebagian besar pergi ke ladang,
dan ada juga masyarakat yang sengaja tidak mau
melaksanakan perckaman, karena tingkat pengetahuan yang
terbatas tentang manjaat dan kegunaan e-KTP.

Matriks Transkrip wawancara Point 9

Ketersediaan Peralatas perekaman KTP elektronik di Kecamatan Putussibau

Selatan?

Pertanyaan

Informan

Apakah sarana dan prasarana perekaman KTP elektronik
sudah memadai dan apakah ada kendalanya?

12

Banyak kendala yang dihadapi dalam perekaman KTP ini.
Di samping peralatannya dua, juga jika mengalami
kerusakan harus menunda proses perekaman KTP.
Sehingga banyak warga yang sudah datang terpaksa
kembali. Terkadang jika bukan peralatannya yang
mengalami kendala, faktor listrik yang tidak jelas waktu
pemadamannya juga menjadi permasalahan.

1.2

Selain kendala listrik, kami juga mengalami kendala signal
telekomunikasi dalam pengiriman data, yang mana kadang-
kadang signal satelit hilang (mengalami gangguan)
sehingga kami kesulitan untuk mengirim data. Juga untuk
desa-desa  terjauh  yang tidak ada  jaringan
telekomunikasinya, jika tidak ada bantuan dari Dinas
berupa alat mobile internet yang dapat dibawa kami juga
tidak dapat berbuat banyak.
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L6

Terkadang kami kewalahan, apalagi jika warga yang
datang banyak, terkadang untuk istirahat sejenak saja
susah. Untuk menyesuaikan dengan jadwal, terkadang hari
Sabtu juga dilakukan perekaman, bahkan sampai malam
hari. Di samping itu, seringnya PLN memadamkan listrik
tanpa jadwal yang jelas juga menjadi masalah.

Matriks Transkrip wawancara Point 10

Bagaimana pemberian insentif bagi operator perekaman KTP elektronik di

Kecamatan Putussibau Selatan?

Pertanyaan

Informan

Apakah ada pemberian insentif bagi Operator, mengingat
perekaman dilakukan dengan mengejar farget waktu?

1.6

Untuk mengatasi banyaknya ‘warga yang datang untuk
membuat e-KTP, maka' . kami memperpanjang jam
pelayanan perekaman sampai malam hari. Hal tersebut
bertujuan agar pérekaman e-KTP ini dapat mencapai
target sampai akhir ‘tahun 2012. Untuk mengejar target
tersebut, kami-pegawai operator seharusnya diberikan
uang lembur- disamping honor yang kami terima
perbulan:

Il

Mengingat “terkadang operator lembur kerja sampai
malam hari, kami juga merasa kasihan, tetapi anggaran
untuk memberikan insentif kepada mereka tidak ada,
mereka hanya dapat jatah makan harian karena mereka
tidak pulang kerumah.
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